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TELAAH PUSTAKA

2.1  Landasan Teori
2.1.1 Agency Theory

Teori keagenan (agency theory) awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means (1932)
yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu adanya hubungan kerja antara pihak
yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agent) dalam
bentuk kontrak kerja (nexus of contract) yang telah disepakati (Pagalung, 2008).

Lebih lanjut Pagalung (2008) memaparkan bahwa hubungan keagenan di pemerintahan
antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (pemerintah) adalah agent dan legislatif (para wakil
rakyat yang duduk di parlemen) adalah principal. Sebelum penyusunan APBD dilakukan,
terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan
umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk
dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda).
Dalam perspektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract) yang
menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Maka hubungan antara keagenan dengan kualitas laporan keuangan dalam pemerintahan
ialah eksekutif harus mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan
keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah harus mengikuti aturan pemerintah agar
legislatif atau wakil rakyat percaya dengan tugas dan tanggungjawab eksekutif dan mendapatkan
hasil laporan keuangan yang berkualitas handal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan

dalam pembuatan laporan keuangan di BPKPAD kabupaten Demak .
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2.1.2 Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah
daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 24 pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan
yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya
disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.
Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada

daerah menjadi sumber keuangan daerah.
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2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan
merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga
dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam
konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai
peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko
dan ketidakpastian yang terkait.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan
keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi
tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas

pelaporan selama satu periode.
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2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam
pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat
diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode
sebelumnya. Faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah pada
Sistem Kerja Perangkat Daerah adalah sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang efektif,
dapat menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan Kkinerja, dan meningkatkan efisiensi

aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya (Subono, pati 2016).

Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Rl Nomor

71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian,
informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud

penggunaannya. Informasi yang relevan:

a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (Feedback Value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi
mereka di masa lalu.

b. Memiliki Manfaat Prediktif (Predictive Value)
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Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam
pengambilan keputusan.

d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup
semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan
memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas
agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat
dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada
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kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada

periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan
dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas
kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna

untuk mempelajari informasi yang dimaksud”.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar atau kemampuan sumber daya manusia dari
seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman yang memadai. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat
kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang
dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan,
evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang
berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang
mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan diinginkan
(Anwar Prabu, 2012). Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan
baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan,
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pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam
pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan
(skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan
(Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari
seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai
pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan
bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Dunnetts dalam anonim, skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk
melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.
Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam anonim, skill seseorang tercermin dari seberapa
baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu
peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatanya dalam lingkungan pekerjaanya. Tingkat kompetensi dibutuhkan
agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata.
Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses
seleksi, suksesi, suksesi perencanaa, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia
(Kadek Desiana Wati dkk : 2015).

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014:53) terdapat 5 (lima) karakteristik
kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Motif (motive);
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. Sifat (traits);

Konsep diri (self-concept);

. Pengetahuan (knowledge);

Keterampilan (skill).

Adapun penjelasan mengenai karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

Motif (motive), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang
menimbulkan tindakan. Motif akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan
atau tujuan tertentu.

. Sifat (traits), adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau
informasi.

Konsep diri (self-concept), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki sesorang. Nilai yang
dijunjung tinggi seseorang serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan
yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupanya.

. Pengetahuan (knowledge), adalah infromasi yang dimiliki seseorang untuk bidang
tertentu. Sumber-sumber pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (study, learning) dan
pengalaman (experience) serta intuisi (intuition). Pengetahuan sebagai kemampuan untuk
menyelesaikan tugas tertentu melalui belajar. Belajar adalah mengaitkan secara bersama-
sama antara data dengan informasi, pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.
Keterampilan (skill), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik
secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi,
pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh

mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.
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Menurut Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga indikator dalam

kompetensi sumber daya manusia, adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Pengetahuan (knowledge)

Keterampilan (skill)

Sikap (attitude)

Indikator kompetensi sumber daya manusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya. IImu atau
informasi yang dimiliki seoseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam
suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan
tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup
meningkatkan efisiensi perusahaan.

Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan
maksimal. Misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi
orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi
pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam
berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan
pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran
melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. apabila
pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis

segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilakukan sebaik-baiknya.
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2.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Nordiawan (2008) mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagali
berikut: “suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan,
2008) yaitu:

1. Pertanggung jawaban
2. Manajerial
3. Pengawasan

Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat,
dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal.

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009:18), Prosedur dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh input-nya adalah Bukti Memorial, Surat Tanda
Setoran, dan Surat perintan membayar. Prosesnya adalah menggunakan catatan yang meliputi
Buku Jurnal Umum, Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar,

Buku Besar Pembantu. Output sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi LRA dan CaLK.
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Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Organisasi Perangkat Dinas (OPD) dilakukan oleh
PPK-OPD.

Indikator dalam sistem akuntansi keuangan daerah pada sektor publik terdiri dari
beberapa indikator menurut Abdul Halim (2013:84):

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual
ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau
kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas.
Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada
prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan
retribusi atas wajib retribusi.

b. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara
penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah atau PPK-OPD untuk dijadikan
dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada OPD.

c. Bukti transfer dan nota kredit bank

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual

atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi.
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Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada
prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:

a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan
tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna
anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh
bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.

c. Kuitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai
tanda bukti pembayaran.

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh
bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada
bank yang telah ditunjuk.

e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.

f. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya

transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun
terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi

selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:
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Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) merupakan

pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang

persediaan/tambahan uang persediaan.

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang

telah dicatat dalam buku jurnal dan telah diposting ke buku besar.

Menerimaan/pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan/ pengeluaran sumber

ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD, yang mengandung

konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.

. Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/aset tetap yang

pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.

Retur pembelian kredit merupakan pengembalian barang/aset tetap yang telah dibeli

secara kredit.

Pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas

merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada

penggantian berupa kas.

. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan

perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruilslaag) dengan pihak ketiga
Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain akuntansi, terdiri atas:

Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); dan/atau

Berita acara penerimaan barang; dan/atau

Surat keputusan penghapusan barang; dan/atau

. Surat pengiriman barang; dan/atau

Surat keputusan mutasi barang (antar OPD/SKPKD); dan/atau
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f. Berita acara pemusnahan barang; dan/atau
g. Berita acara serah terima barang.
4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga
pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi, dan
penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan
sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan.
Dokumen yang digunakan:
a. Berita acara penerimaan barang; dan/atau
b. Berita acara serah terima barang; dan/atau
C. Berita acara penyelesaian pekerjaan”.

Menurut Abdul Halim (2013:47) menyatakan bahwa ada beberapa macam dasar
akuntansi adalah sebagai berikut:
a. Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas (cash basis), menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi
ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada
kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi
tersebut tidak dicatat.

b. Basis Akrual (Accrual Basis)

Basis akrual (accrual basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi
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dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan
keuangan pada periode terjadinya.
Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi)

Kepmendagri R Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

a. Basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar akrual;

b. Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal)
pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas).

Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian
dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan
kejadian dimaksud belum terealisir. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut
bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran
dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
Basis Akrual Modifikasian (Modified Accual Basis)

Basis akrual (modified accual basis) modifikasian mencatat transaksi dengan
menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis

akrual untuk sebagian besar transaksi.



2.2  Penelitian Terdahulu
TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan
No | Penelitian Judul Variabel Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian
1 | Dewi Andini | Pengaruh Variabel Kompetensi sumber
danYusrawati | Kompetensi Independen: daya manusia dan
Jurnal Sumber  Daya | Kompetensi penerapan  sistem
Ekonomi, Manusia dan | Sumber Daya | akuntansi keuangan
Manajemen | Penerapan Manusia, daerah berpengaruh
dan Sistem Penerapan signifikan  positif
Akuntansi 1, | Akuntansi Sistem terhadap  kualitas
No. 1, Tahun | Keuangan Akuntansi laporan  keuangan.
2015 Skripsi | Daerah terhadap | Keuangan Koefisien
Kualitas Daerah determinasi
Laporan Variabel menunjukan
Keuangan Dependen: besarnya pengaruh
Daerah Pada | Kualitas kompetensi sumber
SKPD Laporan daya manusia dan
Kabupaten Keuangan penerapan  sistem
Empat Lawang | Daerah akuntansi keuangan
Sumatra Selatan daerah terhadap
kualitas laporan
keuangan  sebesar
57,1%
2 | Liza Rahayu | Pengaruh Variabe Kompetensi
& Yunieta Kompetensi Independen: Sumber Daya
Anisma Sumber Daya Kompetensi Manusia, Penerapan
(2014) Vol. 1 | Manusia, Sumber Daya Sistem  Akuntansi
Nomor. 2 Penerapan Manusia, Keuangan Daerah,
Oktober 2014 | Sistem Sistem dan Penerapan
Akuntansi Akuntansi Standar Akuntansi
Keuangan Keuangan Pemerintah
Daerah, dan Daerah, Standar | memiliki efek
Penerapan Akuntansi positif yang
Standar Pemerintah signifikan terhadap
Akuntansi Variabel Kualitas
Pemerintah Dependen: Laporan Keuangan
Terhadap Kualitas Daerah. sebesar
Kualitas Laporan 86,80%.
Laporan keungan daerah
Keuangan
Daerah Pada
Pemerntah

Provinsi Riau

28



As Syifa Pengaruh Variabel Kompetensi sumber
Nurillah, Dul | Kompetensi Independen: daya manusia,
Muid (2014) | Sumber  Daya | Kompetensi penerapan  sistem
Journal Manusia, Sumber Daya akuntansi keuangan
Accounting. | Penerapan Manusia, daerah,
Volume 3 Sistem Sistem pemanfaatan
No. 2 Akuntansi Akuntansi teknologi informasi,
Keuangan Keuangan dan sistem
Daerah (SAKD), | Daerah pengendalian
pemanfaatan (SAKD), internal  pemeritah
teknologi Pemanfaatan memiliki efek
informasi, dan | Teknologi positif yang
sistem Informasi, signifikan terhadap
pengendalian Sistem kualitas laporan
intern terhadap | Pengendalian keuangan
kualitas laporan | Intern. pemerintah  daerah
keuangan Variabel sebesar 45,3%.
pemerintah Dependen:
daerah Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Luh Kadek Pengaruh Variabel Penerapan  sistem
Sri penerapan Independen: akuntansi keuangan
Megawati, Ni | sistem akuntansi | Pengaruh pemerintah daerah,
Luh Gede keuangan penerapan kompetensi sumber
Erni pemerintah sistem daya manusia dan
Sulindawati, | daerah, akuntansi pengelolaan
jurnal kompetensi keuangan keuangan  daerah
akuntansi, sumber daya | pemerintah memiliki efek
Volume, 3, manusia dan | daerah, positif yang
No. 1, Tahun | pengelolaan kompetensi signifikan terhadap
2015 keuangan daerah | sumber daya kualitas laporan
terhadap kualitas | manusia dan keuangan
laporan pengelolaan pemerintah
keuangan keuangan daerah sebesar
pemerintah daerah 58,9%
daerah pada | Variabel
Kabupaten Dependen:
Buleleng. Kualitas laporan
keuangan
pemerintah
daerah pada
Kabupaten

Buleleng
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5 Tutun
Hermawanto
Botutihe
Jurnal
Ekonomi
Vol; 1, No. 1
Tahun 2013
Skripsi

Pengaruh
penerapan
sistem akuntansi
keuangan daerah
terhadap kualitas
laporan
keuangan pada
Pemerintah Kota
Gorontalo

Variable

Independen:

Penerapan
sistem
akuntansi
keuangan
daerah
Variable
Dependen:
Kualitas
Laporan
Keuangan

Penerapan  sistem
akuntansi keuangan
daerah berpengaruh
positif dan
signifikan terhadap
kualitas laporan
keuangan
pemerintah kota
Gorontalo.
Koefisien
determinasi
menunjukan
basarnya pengaruh
penerapan  sistem
akuntansi keuangan
daerah terhadap
kualitas laporan
keuangan Kota
Gorontalo

sebesar 80,6%.

Sumber : Berbagai jurnal ilmiah

2.3  Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara
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variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya

manusia, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD).

Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap

permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada

model berikut ini:
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Kompetensi
Sumber Daya

Akuntansi

Sumber: As Syifa Nurillah, Dul Muid (2014)

Kualitas Laporan
Keuangan (Y)

H3

2.4 Hubungan Antar Variabel
2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya ManusiaTerhadap Kualitas Laporan
Keuangan Daerah
SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk
menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi
dan gagasan. Karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan
layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo,
2011). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang
atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-
fungsi atau kewenangnya untuk mencapai tujuanya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus
dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran

(output) dan hasil-hasil (outcomes). Ade Saputra (2015).
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Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011:6) yang menyatakan bahwa informasi yang andal
sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi, keterandalan disini menyangkut
sumber daya manusia yang menghasilkanya. Abdul Hafiz menjelaskan lebih lanjut bahwa
Sumber Daya Manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang
memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah akuntansi.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Abdul Hafiz bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat
berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Sehingga dapat dikatakan bahwa
terdapat pengaruh siginifikan positif antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas
laporan keuangan.

Hi;:  Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah
2.4.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal
pengumpulan data sampai dengan dilakukanya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban
pelaksanaan APDB (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami
maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan
keuangan menurut Mardiasmo (2009:34) adalah sebagai berikut: “Untuk dapat menghasilkan
laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki
sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan
yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini

sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.”
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Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni kadek Sinarwati (2014) mengenai
pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi pemerintah, dan sistem
akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh kompetensi sumber daya
manusia, penerapan sistem akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah
berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Liza Rahayu, Kennedy, Yuneita Anisma (2014) mengenai pengaruh kompetensi sumber
daya manusia (SDM), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar
akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah
Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh kompetensi sumber daya manusia
(SDM), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi
pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H,:  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kegiatan akuntansi baik di sektor privat atau sektor pemerintah atau publik adalah
memberikan informasi tentang transaksi dan kinerja keuangan baik kepada pihak internal atau
eksternal entitas. Untuk menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem
yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi (Abdul Halim, 2013:37).

Sistem akuntansi merupakan juga merupakan salah satu bagian dari uraian tugas sumber
daya manusia yang ada di sub-bagian keuangan, untuk itu sumber daya manusia tersebut harus
mampu dan kompeten sehingga dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, efisien

dan efektif. Sesuai dengan penjelasan dari Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007, yaitu:
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“Kemampuan dan Karakteristik yang dimiliki seorang pegawai Negeri Sipil berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara
profesional, efektif dan efisien.”

Sehingga semakin kompeten sumber daya manusia membuat laporan keuangan dengan
menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik maka kualitas laporan keuangan yang
dihasilkanpun akan semakin baik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi
Roviyanti (2012) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem
akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas
laporan keuangan daerah.

Hs:  Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah
secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.



